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PENETAPAN 
Nomor  95/Pdt.P/2024/PA.Mtp 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, 

dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara: 

BAYU HARTANTO BIN SUMARDI, NIK. 6310042809890001, 

tempat dan tanggal lahir Atambua, 28 September 1989, 

agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan                

PT. New Hope Indonesia, tempat kediaman di Jalan 

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari RT 001 Desa 

Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten 

Banjar, sebagai  Pemohon I; 

dan 

SITI HELMIAH BINTI MAIMUN, NIK. 6303074703880001, tempat 

dan tanggal lahir Kelampaian Ilir, 07 Maret 1988, agama 

Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah 

tangga, tempat kediaman di Jalan Syekh Muhammad 

Arsyad Al Banjari RT 001 Desa Kelampaian Ilir, 

Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar  Pemohon II; 

   

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat yang berhubungan 

dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;  

DUDUK PERKARA 

 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal  

08 Maret 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp. tanggal 08 Maret 2024 telah mengemukakan alasan 

sebagai berikut:  

1. Bahwa, pada 19 Februari 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan 

pernikahan menurut Agama Islam di Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan 

Astambul, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan Perniikahan 

Nomor : 02/SKP/PD-KI/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024, yang dikeluarkan 

oleh An Pembakal Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten 

Banjar 

2. Bahwa, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang 

dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Sirajudin sebagai wakil dari wali 

nikah Pemohon II yaitu Muhammad Mahrani bin Maimun (saudara kandung 

Pemohon II karena pada saat menikah orang tua Pemohon II yang bernama 

Maimun telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 04 November 2007, 

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 05/472.12SKK/PD-

KI/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh An Pembakal 

Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar) yang 

disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasbullah dan M. Ramlan, 

telah terjadi ijab qobul antara Pemohon I dan penghulu dengan mas kawinnya 

berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai; 

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (pada saat 

menikah berusia 32 tahun 5 bulan) dan Pemohon II berstatus janda cerai 

berdasarkan Akta Cerai Nomor 333/AC/2015/PA.Mtp tertanggal 22 Mei 2015 

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura; 

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan 

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak 

(saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil jalan 6 bulan); 

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-

gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), antara 

keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain 

selain isterinya yang sekarang (Pemohon II); 

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta 

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Astambul, Kabupaten Banjar, dikarenakan pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keterangan nikah 

tidak tercatat nomor : 087/KUA.17.03.02/PW.01/03/2024 tertanggal 06 Maret 

2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Astambul, Kabupaten Banjar; 

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Nikah dari 

Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mendapatkan 

buku nikah yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi 

kependudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga dan pendaftaran BPJS; 

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang 

timbul akibat perkara ini; 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II 

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim berkenan 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Bayu Hartanto bin Sumardi) 

dengan Pemohon II (Siti Helmiah binti Maimun) yang dilaksanakan pada 

tanggal 19 Februari 2022 di Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul, 

Kabupaten Banjar; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan 

perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul, 

Kabupaten Banjar; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; 
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Subsider : 

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya. 

 Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura dengan surat pengumuman 

nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp. tertanggal  08 Maret 2024; 

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan 

Pemohon II hadir menghadap di persidangan. Kemudian dibacakan surat 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal  08 Maret 2024 dan terhadap 

permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan tidak ada 

perubahan; 

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan 

Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6310042809890001 atas nama 

Pemohon I  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjar 

tanggal 02 Januari 2024. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua 

Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan 

telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf 

oleh Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6303074703880001 atas nama 

Pemohon II  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Banjar 

tanggal 11 September 2000. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh 

Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan 

aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan 

paraf oleh Ketua Majelis; 

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Nomor 02/SKP/PD-KI/III/2024 

dikeluarkan oleh Pambakal Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul Kabupaten 

Banjar pada tanggal  08 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah 

diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai 

dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi 

tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis; 

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 087/KUA.17.03.02/PW.01/03/2024 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

    Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp 
 

 

Kabupaten Banjar pada tanggal  06 Maret 2024. Bukti fotokopi surat tersebut 

telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata 

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4). 

Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis; 

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 333/AC/2015/PA/Mtp dikeluarkan oleh                          

Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 22 Mei 2015. Bukti 

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan 

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis; 

Bahwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim menyatakan cukup pemeriksaan 

perkara ini, dan segera menjatuhkan penetapan; 

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim 

menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dari penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM  

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan 

Pemohon II, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di 

persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya 

sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama 

Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, 

maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara 

absolut mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 

permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II 
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telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak 

tercatat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya sebagai 

dasar dan akibat hukum dari adanya pernikahan tersebut; 

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan 

sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 

(empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu 

permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon I dan 

Pemohon II akan dipertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan 

Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. 

Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, 

sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di 

Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, 

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya 

menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (kecuali bukti P.3 surat 

Keterangan Menikah) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan 

mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 

R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat lain yang bukan akta. 

Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan 

yang membutuhkan dukungan alat bukti lain; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas 

nama Pemohon I), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 

Pemohon II),. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Pemohon I dan Pemohon 

II saat ini berdomisili di Kabupaten Banjar yang termasuk wilayah hukum 
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Pengadilan Agama Martapura sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif 

Pengadilan Agama Martapura dan yang paling berhak mencatatkan pernikahan 

para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat 

Keterangan Pernikahan, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.4 fotokopi Surat 

Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, 

terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang 

menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta 

Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. 

Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu 

apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai 

atas nama Pemohon II, terbukti bahwa pada tahun 2015 Pemohon II telah resmi 

bercerai dengan suami terdahulu bernama Suriansyah dan oleh karenanya pada 

saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II sudah tidak terikat 

perkawinan dengan suami terdahulu; 

  Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II 

sebagaimana dipertegas oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan 

dikuatkan dengan bukti P.3 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah 

melaksanakan pernikahan pada tanggal  19 Februari 2022, maka Majelis Hakim 

berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk 

mengajukan bukti-bukti saksi di persidangan lebih lanjut dan Majelis Hakim juga 

berpendapat tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan 

proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim 

mencukupkan pada bukti P.3 serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di 

persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai dasar untuk memutus 

perkara ini;  

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada prinsipnya terbatas hanya terhadap 

perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-
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Undang nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan UndangUndang 

Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II 

tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut, namun Pasal 7 

ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang itsbat nikah setelah 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang perkawinan 

tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh 

undang-undang tersebut; 

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang 

dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun 

terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi 

kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi 

keamanan, kultur sosial dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, 

Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi 

segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah 

memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam; 

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon I dan Pemohon II 

yang melangsungkan pernikahan bawah tangan atau sirri pada tanggal                        

19 Februari 2022 dimana pada saat tersebut akses untuk menikah secara resmi di 

Kantor Urusan Agama sudah begitu mudahnya dan sama sekali tidak terbukti 

adanya halangan untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah secara resmi 

namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II lebih memilih menikah di bawah 

tangan atau sirri, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah 

ternyata dengan sengaja menikah tanpa tercatat, perbuatan mana tidak dapat 

dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketiadaan pencatatan 

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengandung unsur kesengajaan 

dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, 

karenanya bertentangan dengan hukum; 

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai 

alat rekayasa social (tool of social engineering), maka pembenaran terhadap 

pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undang-undang 

dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden 

buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang 
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bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru 

dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan, 

meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas,  maka 

permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus 

ditolak; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan 

bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai 

dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan 

adanya i'tikad baik Pemohon I dan Pemohon II untuk membina rumah tangga serta 

tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan 

keabsahan akad perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu, 

maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan 

perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini, bertentangan dengan 

rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum 

pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik 

perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti 

penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang ghalabat al-

zhann (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum 

Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam taqnin al-ahkam (kodifikasi hukum 

Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat 

minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparatur terkait. Di samping itu, hak-hak 

sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang 

hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri 

maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka kelak, perlu diberi 

perlindungan sebagai penerapan dari maqashid al-syari’ah, yaitu berupa hifzh 

almal (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, 
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sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan 

berupa hifzh al-nasal (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-

hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu 

sendiri); 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan 

yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan 

oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling 

lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan 

pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan …. 

Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal 

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan 

perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim 

secara ex officio memandang perlu sekalipun permohonan Pemohon I dan  

Pemohon II ditolak, Majelis tetap memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk 

menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi 

tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka 

sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 

3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan  Undang-Undang No. 50  Tahun  

2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada 

Pemohon I dan Pemohon II; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ 

yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN: 

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya 

perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah); 
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Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 

1445 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, 

S.Ag., S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Yuli Rahagina, 

S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. 

Ketua Majelis, 

 

 

Hikmah, S.Ag., M.Sy  

Hakim Anggota I, 

 

 

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H 

Hakim Anggota II, 

 

 

Hj. Mursidah, S.Ag 

Panitera Pengganti, 

 

 

Yuli Rahagina, S.H. 

Perincian biaya : 

1 Pendaftaran Rp   30.000,00 

2. Proses Rp   75.000,00 

3. Panggilan   Rp  400.000,00 

4. PNBP Panggilan Rp   20.000,00 

5. Redaksi Rp   10.000,00 

6. Meterai Rp   10.000,00 

 Jumlah Rp  545.000,00 

        (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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